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matang dan tertata sehingga tidak terkesan terburu-buru. Selain itu, 

ketika terdapat tanah obyek landreform sesegera mungkin untuk 

diusulkan atau diajukan untuk dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah 

sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan.Melaksanakan 

pembinaan dan pendampingan kepada para petani penerima manfaat 

agar mengusahakan lahan pertaniannya dengan aktif dan efektif. 

2. Penerima Hak Atas Tanah 

       Penerima hak atas tanah dari kegiatan redistribusi tanah di Desa 

Punggelan Kecamatan Punggelan harus mengerjakan dan menggarap 

tanahnya secara aktif dan dipergunakan sebagaimana tujuan 

dilaksanakannya redistribusi tanah yaitu sebagai lahan pertanian serta 

tidak mengalihkan kepada pihak lain. 
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